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DAMPAK PEMBAGIAN HARTA YANG DILAKUKAN SEBELUM 

PEWARIS MENINGGAL DUNIA TERHADAP PENERIMAAN PARA AHLI 

WARIS 

(Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten 

Lampung Timur) 

 

ABSTRAK 

Oleh : 

NOVITA SARI 

Waris merupakan berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang 

yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di dalam istilah lain, waris 

disebut juga dengan faraid, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama 

Islam kepada semua yang berhak menerimanya. 

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi 

perselisihan antara sesama ahli waris peninggalan orang yang hartanya diwarisi. 

Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi 

pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Pembagian harta warisan sudah diatur 

oleh Allah SWT langsung di dalam Al-Quran dan dilengkapi serta dijelaskan 

dengan beberapa Hadits Nabi SAW, antara lain tentang ahli waris yang berhak, 

dan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun demikian, di dalam masalah 

pembagian ini terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaannya belum atau tidak 

sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Adapun 

pertanyaan penelitian ini adalah: bagaimana dampak pembagian harta yang 

dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia di desa Rajabasa Lama Kec. 

Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur terhadap penerimaan para ahli waris? 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak 

pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia di desa 

Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur terhadap penerimaan 

para ahli waris. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan, 

pemikiran dalam pengembangan ilmu, serta wawasan tentang dampak pembagian 

harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan ahli 

waris. 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan 

dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pewaris dan ahli waris. Semua data 

yang yang dihasilkan kemudian peneliti analisis dengan menggunakan teknik 

analisis kualitatif yang menggunakan data induktif. 

Dari hasil penelitian bahwa pembagian harta waris di Desa Rajabasa Lama 

Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur tidak sesuai dengan hukum kewarisan 

Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat kewarisan. Sehingga terjadi 

dampak bagi sebagian ahli waris seperti menimbulkan kecemburuan, iri hati, 

bahkan sampai menjadikan putusnya tali persaudaraan di keluarga tersebut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MOTTO 

ا ترََكَ  ِّمَّ يبٞ م  ِّسَاءِّٓ نصَِّ ِّلن  قۡرَبُونَ وَل
َ
انِّ وَٱلۡۡ َ َٰلِِّ ا ترََكَ ٱلۡوَ ِّمَّ يبٞ م  ِّجَالِّ نصَِّ ِّلر 

ل 
فۡرُوضٗا  يبٗا مَّ َۚ نصَِّ وۡ كَثَُ

َ
ا قَلَّ مِّنۡهُ أ قۡرَبُونَ مِّمَّ

َ
انِّ وَٱلۡۡ َ َٰلِِّ  ٧ٱلۡوَ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 

ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 

ditetapkan.” 

(QS An-Nisa ayat 7) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kelahiran membawa beberapa akibat hukum yaitu timbulnya hak dan 

kewajiban bagi dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya, seperti orangtua, 

kerabat dan masyarakat sekitar. Ketika hidup seseorang bertindak sebagai 

penanggung jawab hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, 

warga negara dan pemeluk agama yang harus tunduk, taat dan patuh kepada 

ketentuan syariat di dalam seluruh kehidupannya. Demikian juga kematian 

seseorang, akan membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap orang-orang 

yang ditinggalkannya misalnya hukum-hukum yang menyangkut harta waris 

tersebut. 

Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika 

dibutuhkan. Di dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain. 

Jadi, menurut Hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang 

berwujud (a’yan).1 

Hanafiyah menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang berwujud dan 

dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat 

disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat.2 

Ilmu faraid adalah ilmu yang membahas tentang peralihan hak milik 

terhadap harta kekayaan, dalam hal ini, penentuan siapa-siapa saja yang 

                                                             
1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 9-10. 
2 Nizaruddin, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2013), h. 30. 



berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris, kapan 

harta peninggalan (tirkah) itu bisa dibagi dan bagaimana pembagian/ 

membagi-baginya.3 

Harta peninggalan (tirkah) adalah suatu harta yang ditinggalkan oleh 

seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) 

dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.4 Harta 

peninggalan terdiri dari: 

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan yang termasuk 

dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, dan utang 

piutang. 

2. Hak-hak kebendaan, dan yang termasuk kedalam kategori kebendaan ini 

seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain. 

Berdasarkan Pasal 171 KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang 

mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing.5 

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama 

setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 

                                                             
3 Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan 

Konteks, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 11. 
4 Resa Wahyu Widayatjati, “Akibat Hukum Pemberian Hibah terhadap Anak Angkat 

yang Tidak Prosedual”, Skripsi (UPN Veteran Jatim, Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jatim, 

2012). 
5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku II tentang Hukum Kewarisan BAB I 

Ketentuan Umum Pasal 171 Point A. 



meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan 

pemberian untuk kerabat.6 

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang 

yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di dalam istilah lain, waris 

disebut juga dengan faraid, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama 

Islam kepada semua yang berhak menerimanya.7 

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak 

terjadi perselisihan antara sesama ahli waris peninggalan orang yang hartanya 

diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah 

satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Pembagian harta warisan 

sudah diatur oleh Allah SWT langsung di dalam Al-Quran dan dilengkapi 

serta dijelaskan dengan beberapa Hadits Nabi SAW, antara lain tentang ahli 

waris yang berhak, dan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun demikian, 

di dalam masalah pembagian ini terdapat kecenderungan bahwa 

pelaksanaannya belum atau tidak sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Allah 

SWT dan Rasulullah SAW. 

Dengan kata lain, pelaksanaan pembagian harta warisan di antara umat 

Islam masih belum mengikuti hukum kewarisan Islam. Kewarisan terjadi 

apabila telah memenuhi rukun di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Muwarrits (pewaris) yaitu orang yang sudah meninggal dunia. 

                                                             
6 Ibid., Poin E  
7 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13. 



2. Maurist (harta atau hak yang diwarisi) yang dikenal dengan istilah tirkah 

(harta peninggalan) yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa 

harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 

3. Warist (ahli waris) yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan.8 

Dari hasil survey menunjukkan ada dampak yang ditmbul terkait 

pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap 

penerimaan para ahli waris, seperti keluarga Bapak Yusa selaku pewaris yang 

telah membagikan hartanya pada tahun 2013 lalu dengan dasar khawatir 

pewaris meninggal dan belum membagikan harta warisannya kepada ahli 

warisnya. Pembagian harta tersebut menjadikan perselisihan dan kecemburuan 

antar ahli waris karena tidak memenuhi ketentuan kewarisan dalam Islam.9 

Selanjutnya peneliti melakukan survey dengan ibu Tuti selaku ahli waris 

yang mendapatkan harta berupa lahan sawah seluas 1 hektar. Di dalam 

pembagian harta yang dilakukan oleh keluarga ibu Tuti merasa keberatan 

karena pembagiannya dirasa tidak adil dan tidak sesuai dengan haknya.10 

Di dalam persoalan kewarisan, khususnya di masyarakat desa Rajabasa 

Lama, Ilmu Faraid selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri. Karena 

masyarakat tersebut, ketika berbicara keadilan cenderung menepis ketidak 

seimbangan. Oleh karena itu penyimpangan sebagian besar masyarakat dari 

Ilmu Faraid dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh pertimbangan 

                                                             
 8 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), ed I, cet III, h. 

152. 
9 Hasil Wawancara dengan Bapak Yusa pada 01 Desember 2016. 
10 Hasil Wawancara dengan Ibu Tuti pada 02 Desember 2016. 



bahwa budaya dan struktur sosial masyarakat beranggapan bahwa penerapan 

Ilmu Faraid secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan.11 

Begitu urgennya kewarisan, maka hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa 

kewarisan merupakan masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan 

manusia dan sering kali dapat menimbulkan sengketa diantara ahli waris.  

Dampak yang akan terjadi ketika orang yang masih hidup membagikan 

hartanya sebelum dia meninggal dunia akan menimbulkan kecemburuan, iri 

hati, bahkan sampai menjadikan putusnya tali persaudaraan di keluarga 

tersebut. Alasan keluarga yang melakukan pembagian harta sebelum pewaris 

meninggal dunia adalah adanya pertalian yang telah putus disebabkan anak-

anaknya telah menikah hingga mereka memberikan harta tersebut, atau 

bahkan telah ditinggal mati suami/isteri sehingga seseorang menikah untuk 

yang kedua dan memiliki anak dari suami/isteri yang kedua tersebut, sehingga 

anak dari suami/isteri pertama diberikan harta peninggalan sebelum pewaris 

meninggal dunia karena khawatir akan menimbulkan kecemburuan kepada 

isteri/suaminya yang kedua.  

Masyarakat di desa Rajabasa Lama pada umumnya belum memenuhi 

ketentuan tersebut, sehingga tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan 

kecemburuan antar ahli waris (warist). Sehingga peneliti tertarik untuk 

meneliti permasalahan kewarisan yang ada di desa Rajabasa Lama Kec. 

Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur. 

 

 

 

                                                             
11 Ibid. 



B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut, timbul pertanyaan penelitian yaitu:  

“Bagaimana dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris 

meninggal dunia di desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung 

Timur terhadap penerimaan para ahli waris?” 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Di dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah: untuk 

mengetahui bagaimana dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum 

pewaris meninggal dunia di desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. 

Lampung Timur terhadap penerimaan para ahli waris” 

2. Manfaat Penelitian     

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan di dalam penelitian 

ini mempunyai manfaat-manfaat yang bisa menambah wawasan, baik 

untuk peneliti maupun pembaca hasil penelitian ini. 

a. Manfaat Secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan, pemikiran 

dalam pengembangan ilmu, serta wawasan tentang dampak pembagian 

harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap 

penerimaan ahli waris. 

b. Manfaat Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan 

masukan bagi umat Islam mengenai dampak pembagian harta yang 



dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan ahli 

waris. 

 

D. Penelitian Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diangkat di dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Kajian 

penelitian ini, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah 

terkait dengan pembahasan peneliti.  

Skripsi Budi Kurniati yang berjudul “Praktik Pembagian Warisan 

Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia dalam Perspektif Hukum Kewarisan 

Islam (Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten 

Kebumen)”. Skripsi ini menjelaskan pembagian harta warisan yang dilakukan 

ketika orang tua atau pewaris masih hidup. Adapun besar bagian yang 

diperoleh ahli waris adalah sama rata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan. Letak perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada lokasi 

penelitian dan pokok masalah pembahasan.12 

Skripsi Nur Homsah Haryati yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam 

Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di 

Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”. 

Skripsi ini menjelaskan tentang kesamaan hak yang didapat dalam pembagian 

harta orang yang telah meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup 

                                                             
12 Budi Kurniati, “Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia 

Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Desa Kaliputih Kecamatan Alian 

Kabupaten Kebumen)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2011. 



(ahli waris), yaitu bagian bagi anak laki-laki dan perempuan melalui jalur 

kewarisan Islam menurut para kyai Pondok Pesantren.13  

Skripsi Andri Widiyanto Al Faqih yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasihan Desa 

Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”. Skripsi ini 

menjelaskan tentang praktik pembagian harta warisan secara adat ditinjau dari 

hukum Islam. Letak perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada lokasi 

penelitian dan pokok pembahasan.14 

Adapun penelitian yang peneliti lakukan tentang “Dampak Pembagian 

Harta yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia terhadap 

Penerimaan Para Ahli Waris Dilihat dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

(Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten 

Lampung Timur)”. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya tampak 

jelas bahwa objek penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih berfokus pada dampak 

pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap 

penerimaan para ahli waris dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah 

studi kasus di desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten 

Lampung Timur. 

                                                             
13 Nur Homsah Haryati, “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif 

Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 

Lampung Tengah)”, skripsi tidak diterbitkan, Mahasiswa STAIN Metro, 2016. 

 14 Andri Widiyanto Al Faqih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris 

di Dusun Wonokasihan Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”, skripsi tidak 

diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Harta  

1. Pengertian Harta  

Harta dalam bahasa Arab disebut, al mal yang berarti condong, 

cenderung, dan miring. Sedangkan harta (al mal) menurut istilah imam 

Hanafi ialah: “Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan 

memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”1 

Menurut Hanafi, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang 

tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta.2 Harta memiliki dua unsur: 

a. Harta dapat dikuasai dan dipelihara 

Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti 

ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya 

bulan, tidak dapat dikatakan harta. 

b. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan 

Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, 

makanan yang basi, tidak dapat disebut harta, atau bermanfaat tetapi 

menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji 

gandum, setetes air, segenggam tanah, dan lain-lain. Semua itu tidak 

                                                             
1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), cet VIII, h. 9. 
2 Ibid. 



disebut harta sebab terlalu sedikit sehingga zatnya tidak dapat 

dimanfaatkan, kecuali kalau disatukan dengan hal lain.3 

Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian harta (mal) menurut 

bahasa sebagai berikut: “Mal (harta) adalah segala sesuatu yang 

dibutuhkan dan diperoleh manusia secara langsung, baik berupa benda 

maupun manfaat.”4 

Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy yang dimaksud 

dengan harta ialah: 

a. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi 

kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dan 

dikelola (tasharruf) dengan jalan ikhtiar 

b. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh 

manusia maupun oleh sebagian manusia 

c. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan 

d. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga) seperti sebiji 

beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan 

dapat disimpan, tetapi sebiji beras menurut ‘urf tidak bernilai 

(berharga), maka sebiji beras tidak termasuk harta. 

e. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat 

diambil manfaatnya tidak termasuk harta, misalnya manfaat, karena 

manfaat tidak berwujud sehingga tidak termasuk harta. 

                                                             
             3 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 22. 

 4 Nizaruddin, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2013), h. 29. 



f. Sesuatu yang disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan 

dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.5 

Dengan dikemukakannya definisi tersebut, kiranya dapat dipahami 

bahwa para ulama masih berbeda pendapat dalam menentukan definisi 

harta sehingga terjadi perselisihan pendapat para ulama dalam pembagian 

harta karena berbeda dalam pendefinisian harta tersebut. Namun, di sini 

dapat diperhatikan bahwa penekanan para ulama dapat mendefinisikan 

harta itu antara lain sebagai berikut: 

Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa harta adalah nama bagi 

selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjualbelikan dan 

berharga, konsekuensi logis perumusan ini ialah: 

a. Manusia bukanlah harta sekalipun berwujud 

b. Babi bukanlah harta karena babi bagi Muslimin haram diperjualbelikan 

c. Sebiji beras bukanlah harta karena sebiji beras tidak memiliki nilai 

(harga) menurut ‘urf.6 

Hanafiyah menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang berwujud 

dan dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat 

disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat.  

Harta peninggalan adalah suatu harta yang ditinggalkan oleh seorang 

yang meninggal dunia, baik yang berbentuk beda (harta benda) dan hak-

hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.7 

                                                             
 5 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), cet VIII, h. 10-

11. 

 6 Ibid. 



2. Unsur-Unsur Harta 

        Menurut para fuqaha harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur 

‘aniyah dan unsur ‘urf. Unsur ‘aniyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya 

dalam kenyataan (a’yan). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia 

tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. 

       Unsur ‘urf  ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh 

manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu 

kecuali mengingikan manfaatnya, baik manfaat madiyah (kebendaan) 

maupun manfaat maknawiyah (kegunaan).8 

3. Fungsi Harta  

Harta  memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas, 

sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup 

aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, 

berzakat, shadaqah, hibbah, dan yang lainnya. 

b. Untuk meningkatkan keimanan (ketaqwaan) kepada Allah, sebab 

kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran sehingga 

pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada 

Allah. 

c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. 

                                                                                                                                                                       
7 Resa Wahyu Widayatjati, “Akibat Hukum Pemberian Hibah Terhadap Anak Angkat 

Yang Tidak Prosedual”, Skripsi (UPN Veteran Jatim, Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jatim, 

2012). 
8 Ibid. 



d. Untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia 

dan akhirat. 

e. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut 

ilmu tanpa modal akan terasa sulit.9 

 

B. Waris 

1. Pengertian Waris 

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik 

seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah 

lain, waris disebut juga dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang 

dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.10 

Pengertian di atas sesuai dengan salah satu hadis Nabi SAW, yaitu: 

 اِنَّ الَله قَدْ اعَْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلََ وَصِيَّةَ لِوَارِث  
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah SAW, telah memberi kepada orang yang 

berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli 

waris”. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).11 

 

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang 

ditinggalkan oleh pewaris secara hukum dapat beralih kepada ahli 

warisnya. Dengan pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan 

dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang 

ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada 

seseorang saat kematiannya sedangkan harta warisan ialah harta 

                                                             
9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), cet VIII, h. 27. 
10 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13. 
11 Ibid. 



peninggalan yang secara hukum syara berhak diterima oleh ahli 

warisnya.12 

Dengan demikian fikih mawaris mengandung arti ketentuan yang 

berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari 

seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Ketentuan 

agama berkenaan dengan hal tersebut disebut dengan beberapa nama, baik 

dalam literatur yang berbahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia, di 

antaranya: hukum warisan, hukum waris, hukum harta pusaka, hukum 

kewarisan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut 

mawaris, tirkah, waris, dan faraid. Dalam pandangan Islam kewarisan itu 

termasuk salah satu bagian dari fiqih atau ketentuan yang harus dipatuhi 

umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta 

peninggalan seseorang yang telah mati. Warisan memiliki tiga sebab:13 

a. Nasab, yaitu hubungan darah. 

b. Pernikahan yang benar. 

c. Kepemilikan budak yang dimerdekakan. 

Allah menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini adalah karena ia 

menyangkut dengan harta yang disatu sisi kecenderungan manusia kepada-

Nya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak 

menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya. 

 

 

 

                                                             
12Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), cet I, h. 206. 
13 Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim, edisi 

revisi (Jakarta: Darul Falah, 2011), h. 836-837. 



2. Dasar Hukum Waris 

Dasar hukum kewarisan mempunyai tiga sumber, yaitu:14 

a. Al-Quran 

Di dalam sistem hukum Islam, hukum kewarisan menempati 

posisi strategis. Ayat-ayat secara eksplisit paling banyak dibicarakan 

dalam Al-Quran. Angka-angka pecahan tersebut sangat jelas dan pasti. 

Di antara ayat-ayat Al-Quran yang memberikan masalah kewarisan 

adalah an-Nisa (4): 7, 11 serta surat al-Ahzab (33): 6. 

ِّجَالِّ  ِّلر 
ا ترََكَ نَ  ل  ِّمَّ يبٞ م  انِّ صِّ َ َٰلِِّ قۡرَبُونَ وَ  ٱلۡوَ

َ
ا  ٱلۡۡ ِّمَّ يبٞ م  ِّسَاءِّٓ نصَِّ ِّلن  وَل

انِّ ترََكَ  َ َٰلِِّ قۡرَبُونَ وَ  ٱلۡوَ
َ
فۡرُوضٗا  ٱلۡۡ يبٗا مَّ َۚ نصَِّ وۡ كَثَُ

َ
ا قَلَّ مِّنۡهُ أ   ٧مِّمَّ

 

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 

ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit 

atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nissa 

(4):7)15  

يكُمُ  ُ  يوُصِّ كَرِّ  ٱللَّّ ِّلذَّ كُمۡۖۡ ل وۡلََٰدِّ
َ
ٓ أ ِّ فِِّ ن مِّثۡلُ حَظ  نثَيَيِّۡ

ُ
فإَِّن كُنَّ  ٱلۡۡ

ِّسَاءٓٗ فوَۡقَ  دَةٗ فَلهََا  ٱثنَۡتَيِّۡ ن فَلهَُنَّ ثلُُثاَ مَا ترََكَۖۡ وَإِن كََنتَۡ وََٰحِّ
ِّصۡفَُۚ  ِّنۡهُمَا  ٱل  دٖ م  ِّ وََٰحِّ

بوََيۡهِّ لِّكُ 
َ
دُسُ وَلِّۡ ا ترََ  ٱلسُّ  ۥإِّن كََنَ لَُ  كَ مِّمَّ

 ُ َۚ فإَِّن لَّمۡ يكَُن لَّ ِّهِّ   ٓۥوَلَِٞ وَوَرِّثهَُ  ۥوَلَِٞ م 
ُ بوََاهُ فَلِِّ

َ
  ٓۥفإَِّن كََنَ لَُ  ٱلثُّلثَُُۚ أ

ِّهِّ  م 
ُ دُسَُۚ إِّخۡوَةٞ فَلِِّ ٍۗ ءَاباَؤٓكُُمۡ  ٱلسُّ وۡ دَينۡ 

َ
ِّهَآ أ يَّةٖ يوُصِِّ ب مِّنۢ بَعۡدِّ وَصِّ

                                                             
14 Siti Nur Azizah,”Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin 

di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora”, Skripsi (Fakultas Syariah IAIN 

Walisongo Semarang, 2009). 
15 QS. An-Nissa (4):7 



يُّ 
َ
بۡنَاؤٓكُُمۡ لََ تدَۡرُونَ أ

َ
ِّنَ  هُمۡ وَأ َۚ فرَِّيضَةٗ م  قۡرَبُ لكَُمۡ نَفۡعٗا

َ
ِّه أ إِّنَّ  ٱللَّّ

 َ   ١١كََنَ عَلِّيمًا حَكِّيمٗا  ٱللَّّ
 

Artinya : “ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama 

dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu 

semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga 

dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 

Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, 

bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka 

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 

beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 

(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-

anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. 

An-Nissa (4):11)16 

 ُّ ِّ  ٱلَّبِّ وۡلَََٰ ب
َ
زۡوََٰجُهُ  ٱلمُۡؤۡمِّنِّيَ أ

َ
هِّمۡۖۡ وَأ نفُسِّ

َ
وْلوُاْ   ٓۥمِّنۡ أ

ُ
هََٰتُهُمۡه وَأ مَّ

ُ
أ

رحَۡامِّ 
َ
ِّبَعۡضٖ فِِّ كِّتََٰبِّ  ٱلۡۡ وۡلَََٰ ب

َ
ِّ بَعۡضُهُمۡ أ  ٱلمُۡؤۡمِّنِّيَ مِّنَ  ٱللَّّ

رِّينَ وَ  عۡرُ  ٱلمُۡهََٰجِّ ِّكُم مَّ اَئٓ وۡلِِّ
َ
ْ إِّلََٰٓ أ ن تَفۡعَلوُٓا

َ
ٓ أ َۚ إِّلََّ ِّكَ فِِّ  وفٗا َٰل كََنَ ذَ

تََٰبِّ    ٦مَسۡطُورٗا  ٱلۡكِّ
 

Artinya : “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang 

mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu 

mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama 

lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada 

orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu 

berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang 

demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).”( QS. al-Ahzab (33): 

6)17 

 

 

                                                             
16 QS. An-Nissa (4):11 
17 QS. al-Ahzab (33): 6 



b. Hadist 

Meskipun Al-Quran telah membicarakan tentang kewarisan 

secara jelas, namun ada beberapa bagian yang memerlukan ketentuan 

lebih rinci. Hadis Rasulullah adalah penguat bagi ketetapan Allah (Al-

Quran), dalam arti Rasulullah diberi hak interpretasi berupa hak untuk 

menjelaskan, baik berupa perkataan (qaul), perbuatan (fi’il), maupun 

dengan cara lain (suqut taqrir). Salah satunya adalah hadis Nabi SAW, 

yaitu: 

 كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلََ وَصِيَّةَ لِوَارِث    اِنَّ الَله قَدْ اعَْطَى
Artinya: “Sesungguhnya Allah SAW, telah memberi kepada orang 

yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli 

waris”. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).18 

 

c. Ijtihad 

Ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan 

mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap 

pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh 

nas-nas yang sharih. Misal, status saudara-saudara yang mewarisi 

bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki 

yang dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status 

saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama 

dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak 

mendapat apa-apa lantaran berhijab kecuali dalam masalah kalalah 

mereka mendapatkan bagian. 

                                                             
18 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13. 



Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mahzab 

yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara tersebut bisa 

mendapat pusaka secara muqasamah (berbagi bersama saudara).19 

3. Rukun dan Syarat Kewarisan 

Di samping telah adanya hubungan kewarisan dan telah bebas dari 

halangan kewarisan, seseorang baru berhak menerima warisan bila telah 

terpenuhi rukun dan syarat kewarisan. Adapun rukun kewarisan itu 

adalah:20 

a. Orang yang telah mati dan meninggalkan harta yang akan beralih 

kepada orang yang masih hidup disebut pewaris atau al-muwarrits. 

b. Harta yang beralih dari orang yang mati kepada yang masih hidup 

yang disebut harta warisan atau al-mawruts. 

c. Orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh orang yang 

mati tersebut yang disebut ahli waris atau al-warits. 

a. Pewaris  

Pewaris adalah orang yang telah  mati dan meninggalkan harta 

untuk diwariskan. Untuk dapatnya harta tersebut diwarisi, pewaris itu 

disyaratkan betul telah jelas kematiannya, baik dalam arti hakiki atau 

dalam arti sebenarnya yang berarti dapat dipersaksikan kematiannya 

atau telah diketahui oleh orang banyak, maupun secara hukmi atau 

dalam arti kejelasan kematiannya itu berdasarkan penetapan 

pengadilan. 
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b. Harta Warisan 

Harta warisan adalah harta peninggalan orang yang telah mati 

yang secara hukum syara telah berhak dan sah beralih kepada ahli 

warisnya. Harta peninggalan itu berhak untuk diwarisi bila telah 

memenuhi syarat berikut: 

1) Harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna dalam 

arti dia memiliki zat atau materinya dan juga memiliki manfaatnya. 

2) Harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak 

orang lain di dalamnya. 

3) Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya 

dalam batas yang tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggal 

setelah biaya jenazah dan utang-utang.21 

c. Ahli Waris 

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan 

dari pewaris. Untuk berhaknya dia menerima harta warisan itu 

disyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian 

pewaris. Di dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang 

telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada 

setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku terhadap 

seseorang yang belum pasti kematiannya. 

Syarat-syarat waris ada tiga, yaitu:22 
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a. Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukmi 

(misalnya dianggap telah meninggal). Adapun yang dimaksud dengan 

meninggalnya pewaris baik secara hakiki atau hukmi adalah seseorang 

telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian 

dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang 

yang tidak diketahui keberadaannya. Sebagai contoh, orang hilang 

yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim 

memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal. 

b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris 

meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus 

dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih 

hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk 

mewarisi. Hidupnya warist (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. 

Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika 

pewaris meninggal dunia. Masalah yang biasanya muncul berkaitan 

dengan hal ini antara lain mafqud, anak dalam kandungan, dan mati 

berbarengan. 

c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian 

masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah 

diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, 

sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus 

diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum 

waris, perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah 



yang diterima karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang 

adalah saudara sang pewaris. 

4. Asas-asas Kewarisan Islam 

Asas-asas hukum kewarisan dapat ditemui dari keseluruhan ayat-

ayat hukum dalam Al-Quran dan penjelasan yang diajarkan oleh 

Rasulullah dalam sunnahnya, disini akan dijelaskan lima asas yang 

berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan 

harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan tersebut yaitu:23 

a. Asas Ijbari 

Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan 

(compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. 

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal 

kepada orang yang masih hidup berlaku sendirinya menurut kehendak 

Allah Swt tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak ahli 

waris atau pewaris cara seperti ini disebut ijbari.  

Adanya unsur ijbari di dalam sistem kewarisan Islam tidak akan 

memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut 

ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang 

ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan 

oleh pewaris. 

Adanya asas ijbari di dalam hukum Islam dapat dilihat dari segi 

peralihan harta (bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan 

                                                             
 23 Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum 

Positif Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 22. 



sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah Swt), segi 

jumlah pembagian (bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta 

warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun 

ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa 

yang telah ditentukan itu) dan segi kepada siapa harta warisan itu 

beralih (bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah 

ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia 

yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau 

mengeluarkan orang yang berhak).24 

b. Asas Bilateral 

Asas ini membicarakan tentang kemana arah peralihan harta itu 

di kalangan ahli waris. Asas bilateral adalah hukum kewarisan Islam 

mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua 

arah, hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua 

belah pihak garis keturunan, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-

laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.25 

c. Asas Individual 

Asas individual artinya bahwa dalam sistem hukum kewarisan 

Islam, harta peninggalan yang ditinggal oleh orang yang meninggal 

dunia dibagi secara individual langsung kepada masing-masing ahli 

waris untuk dimiliki secara perseorangan. Pembagian secara individual 

ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi 
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mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan 

kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqh disebut Ahliyat al-Wujub. 

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan mengikat dan 

wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi yang sangat berat 

di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan 

Allah dalam surat an-Nisa ayat 13 dan 14. 

d. Asas Keadilan Berimbang 

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar 

dapat dikatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak 

tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan. Ditinjau 

dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang 

terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak 

adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur 

dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga 

dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.26 

e. Asas Akibat Kematian 

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada 

orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih 

hidup. Ini juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang 

yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia 

mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. 
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Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat 

dengan asas ijbari pada hakekatnya, seseorang yang telah memenuhi 

syarat sebagai subyek hukum dapat menggunakan hartanya secara 

penuh untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhan sepanjang 

hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki 

kebebasan tersebut.27 

 

5. Hak-hak yang Berhubungan dengan Harta Warisan 

 Sebelum para ahli waris membagi warisan, terlebih dahulu harus 

diperhatikan hak-hak peninggalan si pewaris, seperti yang ditentukan 

dalam Pasal 175 KHI, 

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: 

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. 

b. Menyelesaikan baik hutaang-hutang berupa pengobatan, perawatan 

termasuk kewajiban pewaris menagih hutang. 

c. Menyelesaikan wasiat pewaris. 

d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. 

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris 

hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.28 

 

6. Macam-macam Ahli Waris 

         Kata ahli waris yang secara bahasa berarti keluarga, tidak secara 

otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal 
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dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat 

mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. 

Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat 

tetapi tidak di kategorikan sebagai ahli waris yanhg berhak menerima 

warisan, karena jalur yang dilaluinya perempuan. Ahli waris terbagi 

menjadi dua macam, yaitu: 

Pertama, Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang berhubungan 

kekeluargaannya timbul karena hubungan darah. 

Kedua, Ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul 

karena suatu sebab tertentu, yaitu perkawinan yang sah, memerdekakan 

hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong. 

a. Ahli Waris Nasabiyah 

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya 

kepada al-muwarrits didasarkan pada hubungan darah. Ahli waris 

nasabiyah ini seluruhnya ada 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris 

laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan.29 

Ahli waris laki-laki, jika didasarkan pada urutan kelompoknya 

adalah sebagai berikut:30 

1) Anak laki-laki  

2) Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah 

3) Bapak 

4) Kakek dari garis bapak 
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5) Saudara laki-laki sekandung  

6) Saudara laki-laki seayah 

7) Saudara laki-laki seibu 

8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 

9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

10) Paman, saudara bapak sekandung 

11) Paman seayah  

12) Anak laki-laki paman sekandung 

13) Anak laki-laki paman seayah 

Adapun ahli waris perempuan, adalah sebagai berikut:31 

1) Anak perempuan  

2) Cucu perempuan garis laki-laki 

3) Ibu 

4) Nenek dari garis bapak 

5) Nenek dari garis ibu 

6) Saudara perempuan sekandung 

7) Saudara perempuan seayah 

8) Saudara perempuan seibu 

 

b. Ahli Waris Sababiyah 

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang berhubungan 

kewarisannya timbul karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu: sebab 
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perkawinan, sebab memerdekakan hamba sahaya, sebab adanya 

perjanjian tolong menolong. 

c.  Al-Furudl al-Muqaddarah dan Macam-macamnya 

Kata al-furudl adalah bentuk jamak dari kata al-fardl, 

artinya bagian atau ketentuan. Al-muqaddarah artinya ditentukan 

besar kecilnya. Jadi, al-furudl al-muqaddarah maksudnya adalah 

bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-

Quran. Bagian-bagian tersebut itulah yang akan diterima oleh ahli 

waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan.32 

Adapun macam-macam al-furudl al-muqaddarah yang diatur 

secara rinci dalam Al-Quran ada enam, yaitu: 

1) Setengah (1/2) 

2) Sepertiga (1/3) 

3) Seperempat (1/4) 

4) Seperenam (1/6) 

5) Seperdelapan (1/8) 

6) Dua pertiga (2/3) 

d. Ahli Waris Ashab al-Furudl dan Hak-haknya 

Pada umumnya ahli waris ashab al-furudl adalah perempuan, 

sementara ahli waris laki-laki menerima bagian sisa (ashabah), 

kecuali bapak, kakek dan suami. 
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Adapun bagian-bagian yang diterima oleh ashhab al-furudl adalah 

sebagai berikut:33 

1) Anak perempuan, berhak menerima bagian: 

a) 1/2 jika seorang, tidak bersama anak laki-laki. 

b) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama dengan anak 

laki-laki. 

2) Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima bagian: 

a) 1/2 jika seorang, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak 

terhalang. 

b) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama dengan cucu 

laki-laki dan tidak terhalang. 

c) 1/6 sebagai penyempurna 2/3, jika bersama seorang anak 

perempuan,  tidak ada cucu laki-laki dan tidak terhalang. 

Jika anak perempuan dua orang atau lebih maka ia tidak 

mendapatkan bagian. 

3) Ibu, berhak menerima bagian: 

a) 1/3 jika tidak ada anak atau cucu atau saudara dua orang 

atau lebih. 

b) 1/6 jika ada far’u warits atau bersama dua orang saudara 

atau lebih. 

c) 1/3 sisa, dalam masalah gharrawain, yaitu apabila ahli 

waris yang ada terdiri dari: suami/istri, ibu dan bapak. 
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4) Bapak berhak menerima bagian: 

a) 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki. 

b) 1/6 + sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu 

perempuan garis laki-laki. 

Jika bapak bersama ibu, maka: 

a) Masing-masing menerima 1/6 jika ada anak, cucu atau 

saudara dua orang atau lebih. 

b) 1/3 untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada 

anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih. 

c) 1/3 sisa untuk ibu, dan bapak sisanya setelah diambil 

untuk ahli waris suami dan atau istri. 

5) Nenek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian: 

a) 1/6 jika seorang. 

b) 1/6 dibagi rata apabila nenek lebih dari seorang dan 

sederajat kedudukannya.34 

6) Kakek, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian: 

a) 1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki garis 

laki-laki. 

b) 1/6 + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan garis 

laki-laki tanpa ada anak laki-laki. 

c) 1/6 atau muqasamah (bagi rata) dengan saudara sekandung 

atau seayah, stetlah diambil untuk ahli waris lain. 
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d) 1/3 atau muqasamah bersama saudara sekandung atau 

seayah, jika tidak ada ahli waris lain. Masalah ini disebut 

dengan masalah al-jadd ma’a al-ikhwan (kakek bersama 

saudara-saudara). 

7) Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub berhak 

menerima bagian: 

a) 1/2 jika seorang, tidak bersama saudara laki-laki 

sekandung. 

b) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-

laki sekandung. 

8) Saudara perempuan seayah, jika tidak mahjub berhak 

menerima bagian: 

a) 1/2 jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki seayah. 

b) 2/3 jika dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-

laki seayah. 

c) 1/6 jika bersama dengan saudara perempuan sekandung 

seorang, sebagai pelengkap 2/3 (takmilah li al-tsulutsain).35 

9) Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya 

sama. Apabila tidak mahjub, saudara seibu berhak menerima 

bagian: 

a) 1/6 jika seorang. 

b) 1/3 jika dua orang atau lebih. 
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c) Bergabung menerima bagian 1/3 dengan saudara 

sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris suami 

dan ibu. Masalah ini disebut dengan masalah musyarakah. 

10) Suami berhak menerima bagian: 

a) 1/2 jika istinya yang meninggal tidak mempunyai anak atau 

cucu. 

b) 1/4 jika istrinya yang meninggal mempunyai anak atau 

cucu. 

11) Istri, berhak menerima bagian: 

a) 1/4  jika suami yang meninggal tidak mempunyai anak atau 

cucu. 

b) 1/8 jika suami yang meninggal mempunyai anak atau 

cucu.36 

e. Ahli Waris Ashabah  

Ashabah adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris 

ashab al-furudl. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli 

waris ashabah terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta 

warisan), terkadang menerima bagian sedikit, tetapi terkadang 

tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan 

kepada ahli waris ashab al-furudl.  

f. Ahli Waris Dzawi al-Arham 
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Dalam pengertian umum, istilah dzawi al-arham mengandung 

maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan 

karena hubungan darah dengan muwarrits. Dalam perkembangan 

fiqh, jika ahli waris dzawi al-arham tergolong dekat 

kekerabatannya, maka ada yang berpendapat bahwa mereka diberi 

bagian dengan cara menempuh wasiat wajibah atau penggantian 

kedudukan.37 

g. Ahli Waris Maula al-Mu’tiq (budak yang telah dimerdekakan 

tuannya) 

h. Ahli Waris yang Terhijab 

Hijab secara harfiyah artinya satir, penutup atau penghalang. 

Dalam fiqh mawaris, istilah hijab digunakan untuk menjelaskan 

ahli waris yang hubungan kekerabatannya jauh, yang kadang-

kadang atau seterusnya terhalang hak-hak kewarisannya oleh ahli 

waris yang lebih dekat. 

7. Pembagian Warisan Ketika Pewaris Masih Hidup 

 Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan ketika 

muwarrits sudah meninggal dunia, apakah mati haqiqy, hukmy atau 

taqdiry. Kematian muwarrits merupakan salah satu persyaratan yang 

disepakati oleh para Ulama, agar harta warisan dapatdibagi. Akan tetapi 

dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua 

(calon muwarrits) menginginkan agar sepeninggalnya anak-anaknya dan 
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ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk 

memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara hibah, yaitu membagi harta 

kekayaan ketika pewaris masih hidup. 

 Berdasarkan pasal187 KHI, bilamana pewaris meninggalkan harta 

peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris 

dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan 

dengan tugas: 

a) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda 

bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para 

ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang. 

b) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai 

dengan Pasal 175 ayat (1) sub a,b, dan c.38 

 Pasal 188 KHI, para ahli waris baik secara bersama-sama atau 

perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain 

untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris 

yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat 

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan 

pembagian harta warisan. 

 Yang perlu diperhatikan adalah, apabila pembagian warisan itu 

dilakukan ketika pewaris masih hidup, sebagaimana dikemukakan dalam 

Pasal 175: 

1.    Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: 

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah 

selesai. 
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b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, 

perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih 

piutang. 

c. Menyelesaikanwasiat pewaris. 

d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. 

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban 

pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta 

peninggalannya.39 

Yang perlu diperhatikan di dalam pembagian warisan ketika pewaris 

masih hidup adalah keadilan.40 

  

                                                             
39 Ibid. 

 40 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 202-204. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) 

yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian pada 

objek yang dibahas. Menurut Kartini Kartono “Penelitian  Lapangan 

adalah  Penelitian yang dilakukan dalam kancah hidup sebenarnya”. 

Peneliti lapangan ini dilakukan dengan meneliti objek. 

Secara langsung peneliti mendatangi lokasi dan  mewawancarai nara 

sumber yang bersangkutan dalam perkara tersebut yang akan diteliti agar 

mendapatkan hasil yang maksimal.55 

 

2. Sifat Penelitian  

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil, maka 

sifat penelitian ini adalah (deskriptif kualitatif). Deskriptif yaitu 

menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian 

dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.56 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki 

karakteristik bahwa datanya dinyatakan di dalam keadaan kewajaran atau 

sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk 

                                                             
55 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Alumni, 1986), h. 32. 
56 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Pustaka, 2009), h. 24. 



simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya 

berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang 

belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang 

sistematik, terarah dan dapat dipertanggung-jawabkan.57 

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif adalah yang berupa 

keterangan-keterangan bukan hitungan angka dan memberikan gambaran 

dan keterangan-keterangan mengenai dampak pembagian harta yang 

dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan para 

ahli waris di desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten 

Lampung Timur. 

 

B. Sumber Data 

Menurut Lexy J. Moleong yang dimaksud dengan sumber data dalam 

penelitian adalah kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai.58 Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang 

sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian.  

Sumber data di dalam penelitian ini digunakan guna memperoleh data 

mengenai dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris 

meninggal dunia terhadap penerimaan para ahli waris dilihat dari perspektif 

hukum ekonomi syariah (studi kasus di desa Rajabasa Lama Kecamatan 

Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur). Sumber data dalam penelitian ini 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

                                                             
57 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Maliki 

Press, 2010), h.176. 
58 Lexy J. Moleoeng, Metode Penelitian Kulitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja 
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1. Sumber Data Primer 

 Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata, dan tindakan.59 Sumber data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data.60 Sedangkan data 

primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di 

lokasi penelitian atau objek penelitian.61 Dalam penelitian ini sumber data 

primer yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa wawancara peneliti 

dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah sebagian dari 

populasi. 

Di dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian langsung dengan 

masyarakat di desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten 

Lampung Timur, Sumber data primer yang peneliti temui di lapangan 

adalah anggota keluarga yang dalam hal ini melakukan pembagian harta 

yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. 

 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data pada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau 

lewat dokumen.62 

                                                             
59 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014), h. 157. 
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2011), h. 225. 
61 H.M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013), h. 132. 
62 Ibid, h. 227. 



Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data 

yang diperoleh dari sumber data lain yang tidak berkaitan secara langsung 

dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan. 

Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi dari narasumber, buku catatan wawancara.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-

pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan untuk menyusun 

argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan 

yang telah diuji kebenarannya secara empirik. Pengumpulan data dilakukan 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian.63 Sehingga peneliti dapat mengetahui hasil dari pengamatan yang 

telah dilakukannya dan lebih dapat memahami situasi dan kondisi yang akan 

diamati. Kemudian dapat memudahkan peneliti dalam memaparkan hasil dari 

pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara/Interview 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya. Di 

                                                             
63 Abdurrahmat Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2006), h. 104. 



dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tersebut. 

Interview dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: 

a. Interview tak terpimpin 

b. Interview terpimpin 

c. Interview bebas terpimpin.64 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknis interview bebas 

terpimpin yakni kombinasi antara interview bebas dan interview 

terpimpin. Interview bebas adalah interview yang susunan pertanyaannya 

tidak ditentukan lebih dahulu dan pembicaranya tergantung suasana 

wawancara, sedangkan interview terpimpin adalah interview yang 

dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan 

sebelumnya. 

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan peneliti ini, maka 

peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang dampak pembagian 

harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap 

penerimaan para ahli waris di desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan 

Ratu Kabupaten Lampung Timur. Serta dengan melakukan wawancara 

terhadap nara sumber secara langsung, yaitu anggota keluarga yang dalam 

hal ini melakukan pembagian harta  yang dilakukan sebelum pewaris 

meninggal dunia. 
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data 

mengenai data hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan 

sebagainya.65 Di dalam penelitian ini, data yang dicari berbentuk 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang 

mengandung keterangan dan penjelasan yang mempunyai pemikiran 

tentang kejadian yang masih aktual dan sesuai dengan masalah dalam 

penelitian, seperti dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum 

pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan para ahli waris di Desa 

Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. 

 

D. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dan 

memerlukan ketelitian serta ke kritisan dari peneliti.66 Teknik analisa data 

yang digunakan dalampenelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisa data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.67 
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 67 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
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 Di dalam penerapannya, teknik analisis data ini digunakan untuk 

menganalisa data tentang beberapa sebab konkrit yang bersifat khusus 

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umur. Penelitian ini hanya 

menampilkan data-data kualitatif, maka peneliti menggunakan analisis data 

induktif. Metode induktif adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang 

konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

 Metode induktif digunakan untuk menilai fakta-fakta empiris, kemudian 

dicocokkan dengan landasan yang ada. Oleh karenanya, induktif dalam 

penelitian ini akan menyampaikan serta menggambarkan suatu fakta konkrit 

mengenai dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris 

meninggal dunia terhadap penerimaan para ahli waris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu 

Lampung Timur 

1. Sejarah berdirinya Desa Rajabasa Lama 

Desa Rajabasa Lama berdiri pada tahun 1402 M bertepatan pada 

tahun 809 H yang berlokasi di Way Terusan di wilayah Kecamatan 

Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.yang didirikan oleh“ 

Minak Pemuko Ratu Dibumi ”. 

Pada tahun 1852 H/1266 M, nenek moyang Rajabasa 

berpindah/bermigrasi dari Way Terusan menuju Way Pengadungan yang 

berlokasi di wilayah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur 

yang pada saat itu dipimpin oleh “Pengiran Dalem Mangkurat 

“atau“Minak Gedei”, akan tetapi ada beberapa keluarga yang menuju 

Way Swikis dan membentuk desa yang hingga saat ini dikenal dengan 

nama Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten 

Lampung Timur dan ada pula yang melanjutkan perjalanan menuju ke 

Way Curup dan membentuk Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram 

Baru Kabupaten Lampung Timur hingga sekarang.68 

 

                                                             
68 Dokumentasi Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung 

Timur, diambil pada tanggal 30 Oktober 2017. 



Meskipun banyak masyarakat Rajabasa yang telah berpindah dan 

membentuk desa baru, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tinggal 

di Way Pengadungan terutama para tokoh-tokoh/penyimbang-penyimbang 

tuanya. Dan pada tahun 1909 M bertepatan pada tanggal 13 Zulhijahtahun 

1329 H semua masyarakat yang masih berada di Way Pengadungan 

kembali bermigrasi menuju Way Bagul yang pada saat itu dipimpin oleh 

“Pengiran Sampurno Jayo” dan menetap di lokasi tersebut sampai saat 

ini. 

Sehubungan dengan para tokoh atau penyimbang adat yang 

dituakan banyak yang ikut atau bermigrasi ke Way Bagul maka dan 

bertempat paling lama di wilayah ini desa yang sebelumnya dikenal 

dengan nama Desa Rajabasa akhirnya berganti menjadi Desa Rajabasa 

Lama hingga saat ini. 

Demikian sejarah singkat Desa Rajabasa Lama semoga dapat 

menjadi sejarah yang selalu dikenang dikemudian hari oleh berbagai pihak 

khususnya masyarakat Desa Rajabasa Lama.69 

 

2. Letak Geografis Desa Rajabasa Lama 

Desa Rajabasa Lama berada Di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten 

Lampung Timur Provinsi Lampung. 

 

  

                                                             
69 Dokumentasi Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung 

Timur. 



Tabel 1 

Tata Guna Tanah70 

No. Tata Guna Tanah Luas 

1 Tanah Sawah 200 Ha 

2 Tanah Pemukiman 600 Ha 

3 Tanah Peladangan 500 Ha 

4 Tanah Lain-lain 302 Ha 

 Total Luas 1.602 Ha 

 

Desa Rajabasa Lama merupakan bagian wilayah Kabupaten 

Lampung Timur, jarak dari Desa Rajabasa Lama ke Kabupaten sekitar 14 

km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Rajabasa Lama I dan Rajabasa Lama II  

Sebelah Selatan : Labuhan Ratu VIII 

Sebelah Barat  : Labuhan Ratu Induk  

Sebelah Timur  : Pakuan Aji Kecamatan Sukadana. 

 

3. Keadaan Sosial 

Secara Sosial keadaan Desa Rajabasa Lama dilihat dari beberapa 

aspek yaitu: 

a. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Rajabasa Lama, adalah 

sebagai berikut: 

  

                                                             
70 Dokumentasi Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung 
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Tabel 2 

Tingkat Pendidikan71 

Jenjang Pendidikan Jumlah 

Pra Sekolah 400 

SD/MI 630 

SMP 980 

SLTA 960 

Sarjana 150 

Putus Sekolah 200 

Jumlah  3.320 

 

Tabel di atas yang menunjukan tingkat pendidikan yang berada 

di Desa Rajabasa Lama dari Pra Sekolah sampai dengan Sekolah 

Menengah Pertama cukup mengalami peningkatan, akan tetapi setelah 

Sekolah Menengah Pertama hingga Sarjana angka putus sekolah 

mengalami peningkatan. 

Pendidikan merupakan faktor utama setiap manusia untuk 

melanjutkan kejenjang kehidupan yang akan datang, karena dengan 

rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pengetahuan dan 

perkembangan zaman. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang kewarisan, seperti pelaksanaannya waris dan 

hukum waris. 
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b. Sarana dan Prasarana Desa  

Tabel 3 

Sarana dan Prasarana Desa Rajabasa Lama72 

No. Sarana Jumlah 

1 Balai Desa 1 

2 Masjid  18 

3 Mushola  27 

4 Gereja  3 

5 Wihara  1 

6 Pura  1 

7 Pasar  1 

8 Puskesdes 1 

9 Pendidikan  19 

 

Sebagaimana tabel diatas bahwa sarana prasarana yang ada di 

Desa Rajabasa Lama sudah cukup memadai dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

 

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

Desa Rajabasa Lama menganut sistem kelembagaan pemerintah 

desa dengan pola yang sesuai dengan Undang-undang Desa Tahun 2016, 

selengkapnya sebagai berikut:73 
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Gambar 1 

Struktur Organisasi Desa Rajabasa Lama  
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B. Dampak Pembagian Harta yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal 

Dunia terhadap Penerimaan Para Ahli Waris di Desa Rajabasa Lama 

Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur 

Waris merupakan berbagai aturan tentang perpindahan hak milik 

seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di dalam istilah 

lain, waris disebut juga dengan faraid, artinya bagian tertentu yang dibagi 

menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.74 

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak 

terjadi perselisihan antara sesama ahli waris peninggalan orang yang hartanya 

diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah 

satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Pembagian harta warisan 

sudah diatur oleh Allah SWT langsung di dalam Al-Quran dan dilengkapi 

serta dijelaskan dengan beberapa Hadits Nabi SAW, antara lain tentang ahli 

waris yang berhak, dan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun demikian, 

di dalam masalah pembagian ini terdapat kecenderungan bahwa 

pelaksanaannya belum atau tidak sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Allah 

SWT dan Rasulullah SAW. Hukum kewarisan Islam dipandang sah apabila 

telah memenuhi rukun pembagian kewarisan yaitu, Muwarrits (pewaris) yaitu 

orang yang sudah meninggal dunia, Maurist (harta atau hak yang diwarisi) 

yang dikenal dengan istilah tirkah (harta peninggalan) yaitu harta yang 

ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya 
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maupun hak-haknya, Warist (ahli waris) yaitu orang yang akan mewarisi harta 

peninggalan.75 

Berdasarkan penelusuran di lapangan ditemukan pembagian harta yang 

dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Rajabasa Lama 

Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, pembagian harta waris 

dapat dipaparkan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yusa selaku 

pewaris, bahwa hal yang mendasari Bapak Yusa membagikan hartanya kepada 

ahli warisnya karena khawatir pewaris meninggal dan belum membagikan 

harta warisannya kepada ahli warisnya. Pewaris menjelaskan bahwa dalam 

proses pembagian harta tersebut atas kemauan dan kesadaran sendiri tanpa ada 

paksaan dari pihak lain. Selanjutnya tatacara pembagian harta tersebut Bapak 

Yusa membagikan hartanya dengan adil, tidak ada perbedaan penerimaan 

antara ahli waris. Hal tersebut dirasa adil dan telah menjadi hal yang dilakukan 

secara turun temurun dalam keluarga. Bapak Yusa sebagai pewaris sendiri 

menyatakan bahwa telah mengetahui ketentuan hukum kewarisan dalam Islam 

tetapi hal tersebut dirasa rumit sehingga pewaris tidak membagikan hartanya 

sesuai dengan ketentuan Islam. Di dalam hal ini ahli waris Bapak Yusa ada 

yang merasa keberatan karena dalam pembagiannya dirasa tidak adil ketika 

salah satu ahli waris perempuan dan anak bungsu mendapatkan jumlah harta 

yang lebih banyak dari ahli waris lainnya. Hal tersebut menjadikan 

perselisihan dan kecemburuan antar ahli waris dan dianggap tidak sah karena 
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tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Pewaris membagikan seluruh hartanya 

kepada ahli warisnya dengan hanya menyisakan rumah yang sampai saat ini 

menjadi tempat tinggal Bapak Yusa. Hal tersebut berdampak dalam biaya 

penghidupan Bapak Yusa. Untuk biaya penghidupan, pewaris dicukupi oleh 

semua ahli warisnya. Biaya perawatan ditanggung oleh seluruh ahli waris.76 

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Tati selaku ahli waris 1 dari Bapak 

Yusa, menjelaskan bahwa bentuk harta yang didapat dari pembagian harta 

tersebut berupa tanah dan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut.  Ibu Tati 

juga menjelaskan waktu terjadinya pembagian harta tersebut sebelum pewaris 

meninggal dunia pada tahun 2013 lalu. Pembagian harta tersebut atas 

keingininan orang tua dengan alasan khawatir meninggal sebelum 

membagikan hartanya. Di dalam hal ini Ibu Tati mengaku tidak mengetahui 

ketentuan pembagian harta warisan dalam Islam, hal tersebut sudah dianggap 

adil oleh Ibu Tati selaku ahli waris. Selanjutnya Ibu Tati juga menjelaskan 

tentang tatacara pembagian harta yang dilakukan oleh pewaris dengan cara 

mengumpulkan seluruh ahli waris dan musyawarah mufakat secara 

kekeluargaan dan hal tersebut juga dikatakan sudah menjadi hal yang biasa 

dalam keluarga. Di dalam pembagian harta tersebut salah satu ahli waris dari 

Bapak Yusa merasa keberatan karena dalam pembagiannya dianggap tidak 

adil dan tidak sah dan tidak memenuhi rukun kewarisan. Sehingga terjadi 

perselisihan antara ahli waris. Bahkan salah satu ahli waris memutuskan ikatan 

tali persaudaraan karena merasa tidak memperoleh hak yang sama rata antara 
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ahli waris. Keseluruhan harta pewaris telah dibagikan kepada ahli waris 

sehingga untuk biaya perawatan dan penghidupan pewaris ditanggung oleh 

ahli waris.77 

Wawancara juga dilakukan peneliti dengan Ibu Tuti selaku ahli waris 

2, dan Ibu Tuti menjelaskan bahwa mendapatkan harta pewaris berupa lahan 

sawah seluas 1 Hektar. Ibu Tuti juga menjelaskan waktu terjadinya pembagian 

harta tersebut sebelum pewaris meninggal dunia pada tahun 2013 lalu di 

kediaman Bapak Yusa. Pembagian harta tersebut atas keingininan orang tua 

dengan alasan khawatir meninggal sebelum membagikan hartanya. Di dalam 

hal ini Ibu Tuti mengaku mengetahui ketentuan pembagian harta warisan 

dalam Islam. Selanjutnya Ibu Tuti juga menjelaskan tentang tatacara 

pembagian harta yang dilakukan oleh pewaris dengan cara mengumpulkan 

seluruh ahli waris dan musyawarah mufakat secara kekeluargaan dan hal 

tersebut juga dikatakan sudah menjadi hal yang biasa dalam keluarga. Di 

dalam pembagian harta tersebut Ibu Tuti merasa keberatan karena 

pembagiannya dirasa tidak sah dan tidak memenuhi rukun kewarisan Islam. 

Sebagai ahli waris yang merasa keberatan, Ibu Tuti menyarankan agar 

pembagiannya dilakukan sesuai ketentuan dalam Islam tetapi hal tersebut 

tidak merubah niat pewaris dan tetap melakukan pembagian harta tersebut. 

Keseluruhan harta pewaris telah dibagikan kepada ahli waris sehingga untuk 

biaya perawatan dan penghidupan pewaris ditanggung oleh ahli waris.78 
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Berdasarkan wawancara selanjutnya dengan pewaris Bapak 

Muhammad Amin, menjelaskan bahwa pewaris telah melakukan pembagian 

harta sebelum meninggal dunia dengan dasar kesepakatan. Adanya pernikahan 

ahli waris yang membuat harta tersebut harus dibagikan. Pembagian harta 

Bapak Amin tersebut atas kesepakatan bersama antara pewaris dengan ahli 

waris. Selanjutnya tatacara pembagian harta yang pewaris lakukan adalah 

menjual seluruh harta kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi rata sesuai 

kesepakatan bersama. Bapak Amin juga menjelaskan bahwa sebenarnya ia 

mengetahui ketentuan hukum kewarisan dalam Islam tetapi dalam pembagian 

harta tersebut belum sesuai dengan rukun dan syarat sah nya kewarisan dalam 

Islam. Hal tersebut diakui karena salah satu ahli waris merasa keberatan dan 

tidak setuju apabila hasil yang didapat antara ahli waris berbeda beda. Harta 

pewaris yang telah dibagikan kepada ahli waris disisakan untuk biaya 

perawatan dan penghidupan pewaris selama hidup dan jika ada perawatan 

diluar itu para ahli waris sepakat untuk menanggung biayanya bersama.79 

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Ujang selaku ahli waris 1 dari 

Bapak Muhammad Amin, memaparkan bahwa ahli waris mendapatkan harta 

yang berbentuk uang tunai dari pembagian harta yang dilakukan sebelum 

orang tuanya meninggal tersebut. Pembagian harta tersebut dilakukan pada 

tahun 2010 lalu. Bapak Ujang juga menjelaskan bahwa pembagian harta 

tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama antara pewaris dengan ahli waris 

tanpa ada pihak yang memaksa dan meminta untuk segera dibagikan. Di 
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dalam hal ini bapak Ujang mengetahui hukum kewarisan dalam Islam 

sehingga ia merasa keberatan dalam pembagian harta tersebut. Bapak Ujang 

merasa keberatan karena ia merasa bahwa yang dia dapatkan tidak sesuai 

dengan haknya. Selanjutnya tatacara yang dilakukan dalam pembagian harta 

tersebut dengan menggunakan sistem bagi sama rata. Bapak Ujang juga 

memaparkan bahwa dalam pembagian harta tersebut ada ahli waris yang 

merasa keberatan karena hal tersebut dianggap tidak sah dan tidak memenuhi 

rukun dan syarat kewarisan Islam. Akan tetapi hal tersebut tidak diperpanjang 

dan pembagiannya tetap dilakukan. Keseluruhan harta yang telah dibagikan 

membuat penghidupan dan biaya perawatan orangtua atau pewaris ditanggung 

oleh seluruh ahli waris.80 

Wawancara dilanjutkan dengan Ibu Kartini selaku ahli waris 2, 

menjelaskan bahwa ahli waris mendapatkan harta yang berbentuk uang tunai 

dari pembagian harta yang dilakukan sebelum orang tuanya meninggal 

tersebut. Pembagian harta tersebut dilakukan pada tahun 2010 lalu. Ibu Kartini  

juga menjelaskan bahwa pembagian harta tersebut dilakukan atas kesepakatan 

bersama antara pewaris dengan ahli waris tanpa ada pihak yang memaksa dan 

meminta untuk segera dibagikan. Di dalam hal ini Ibu Kartini mengetahui 

hukum kewarisan dalam Islam. tetapi pihak ahli waris lainnya merasa 

keberatan apabila harta yang didapat tidak sama rata dengan ahli waris 

lainnya. Selanjutnya tatacara yang dilakukan dalam pembagian harta tersebut 

dengan menggunakan sistem bagi sama rata. Keseluruhan harta yang telah 
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dibagikan membuat penghidupan dan biaya perawatan orangtua atau pewaris 

ditanggung oleh seluruh ahli waris.81 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pewaris Bapak Sahma 

yang melakukan pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia 

menjelaskan bahwa khawatir jika meninggal sebelum membagikan harta 

warisan kepada ahli warisnya. Bapak Sahma juga memaparkan bahwa 

pembagian harta dilakukan atas keinginan sendiri. Selanjutnya tatacara 

pembagian harta dengan apa yang dibutuhkan oleh ahli warisnya. Seperti anak 

yang telah menikah memerlukan tanah maka ahli tersebut diberi tanah sebagai 

warisan. Pewaris sendiri mengetahui ketentuan hukum kewarisan dalam Islam 

tetapi dalam pelaksanaannya belum memenuhi rukun kewarisan. Pembagian 

harta tersebut membuat ahli waris dari Bapak Sahma merasa keberatan karena 

sistem seperti itu dianggap tidak memenuhi asas keadilan berimbang dalam 

waris. Selanjutnya harta yang telah dibagikan kepada ahli waris tersebut 

diolah sehingga biaya penghidupan pewaris dan biaya perawatannya sudah 

ditanggung oleh ahli warisnya.82 

Wawancara dengan Bapak Supri selaku ahli waris 1 dari Bapak 

Sahma, memaparkan bentuk harta yang didapatkan berupa lahan beserta 

kolam ikan. Pembagian harta tersebut dilakukan pada tahun 2007 lalu. 

Selanjutnya pembagian harta tersebut atas keinginan pewaris tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun. Bapak Supri menjelaskan bahwa ia mengetahui 
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jika pembagian harta yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan 

hukum kewarisan dalam Islam, tetapi hal tersebut tetap dilakukan. Tatacara 

pembagian harta tersebut dengan membagikan warisan sesuai dengan 

kebutuhan masing masing ahli waris. Ia juga memaparkan dalam pembagian 

harta tersebut ada pihak yang merasa keberatan. Selanjutnya seluruh harta 

yang telah dibagikan tersebut di sisakan oleh ahli waris untuk biaya perawatan 

dan penghidupan pewaris.83 

Ahli waris 2 Ibu Dewi yang merupakan anak bungsu dan yang merasa 

keberatan dengan sistem pembagian harta warisan yang dilakukan oleh orang 

tuanya menjelaskan bahwa bentuk harta yang didapatkan berupa tanah rumah. 

Pembagian harta tersebut dilakukan pada tahun 2007 lalu. Selanjutnya 

pembagian harta tersebut atas keinginan pewaris tanpa ada paksaan dari pihak 

lain. Ibu Dewi menjelaskan bahwa ia mengetahui jika pembagian harta yang 

dilakukan tersebut tidak sesuai dengan rukun kewarisan Islam. Tatacara 

pembagian harta tersebut dengan membagikan warisan sesuai dengan 

kebutuhan masing masing ahli waris. Di dalam pembagian harta warisan 

tersebut Ibu Dewi sendiri merasa keberatan karena ia merasa yang didapatkan 

tidak sama rata dengan ahli waris lainnya karena ia merasa harta yang 

diperoleh lebih sedikit dari ahli waris lainnya. Ia memaparkan bahwa ahli 

waris lainnya mendapatkan harta yang lebih banyak dari Ibu Dewi sedang ia 

hanya mendapatkan tanah dengan ukuran yang tidak begitu luas dan tidak 

sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Sehingga hal tersebut menjadikan 
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perselisihan dan kecemburuan antara ahli waris. Selanjutnya seluruh harta 

yang telah dibagikan tersebut di sisakan oleh ahli waris untuk biaya perawatan 

dan penghidupan pewaris.84 

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Endin selaku ahli waris 3 dari 

Bapak Sahma, ia memaparkan bahwa memperoleh tanah lahan dari pembagian 

harta warisan tersebut. Selanjutnya pembagian tersebut dilakukan pada tahun 

2007 lalu. Ia juga memaparkan bahwa dalam pembagian harta tersebut atas 

keinginan dari pewaris sendiri. Bapak Endin menjelaskan bahwa ia 

mengetahui tentang hukum kewarisan dalam Islam. Tatacara yang dilakukan 

pewaris adalah dengan membagikan harta warisan sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan ahli warisnya. Ia juga memaparkan bahwa dalam pembagian harta 

tersebut sebagian besar pihak merasa keberatan dan Bapak Endin sendiri 

termasuk ke dalam ahli waris yang merasa keberatan dengan pembagian harta 

tersebut, karena ia merasa hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan 

kedudukan ia sebagai ahli waris laki-laki. Ia juga mengatakan jika hartanya di 

rupiahkan maka harta yang diperoleh Bapak Endin dirasa lebih sedikit dari 

ahli waris perempuan, sedang ia juga memaparkan bahwa seharusnya ahli 

waris laki-laki itu mendapatkan warisan yang lebih besar. Selanjutnya biaya 

penghidupan dan perawatan pewaris ditanggung ahli waris dan sisa harta dari 

pembagian tersebut.85 
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Selanjutnya wawancara dengan Bapak Solihin selaku pewaris, 

menjelaskan bahwa anak-anaknya yang telah menikah menjadi dasar 

pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia atas kesepakatan antara 

pewaris dengan ahli waris. Tatacara pembagian harta yang dilakukan dengan 

adil dan sama rata. Di dalam hal ini pewaris telah mengetahui ketentuan 

hukum kewarisan dalam Islam, namun pembagiannya tidak sesuai dengan 

rukun dan syarat kewarisan. Selanjutnya pewaris memaparkan terjadi masalah 

dalam pembagian harta tersebut, salah satu ahli waris merasa hal tersebut tidak 

sah karena haknya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Harta yang 

telah dibagikan tersebut digunakan untuk nafkah masing masing ahli waris 

dan untuk biaya penghidupan dan perawatan pewaris ditanggung oleh ahli 

waris dan dengan pendapatan hasil berdagang pewaris.86 

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Untung selaku ahli waris 1 dari 

Bapak Solihin memperoleh harta berupa lahan tanah. Pembagian harta waris 

tersebut dilakukan pada tahun 2011 lalu, pembagian harta warisan sebelum 

meninggal dunia atas kesepakatan antara pewaris dengan ahli waris. Di dalam 

hal ini ahli waris telah mengetahui ketentuan hukum kewarisan dalam Islam, 

namun pembagiannya tidak sesuai dengan rukun dan syarat kewarisan. 

Tatacara pembagian harta yang dilakukan Bapak Solihin dirasa tidak adil 

karena tidak ada perbedaan perolehan warisan antara ahli waris laki-laki 

dengan ahli waris perempuan. Bapak Untung sendiri memaparkan merasa 

keberatan karena ia merasa haknya tidak sesuai dengan apa yang diberikan 
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pewaris. Pewaris masih mempunyai toko sehingga biaya penghidupan dan 

perawatan dari toko itu dan dari ahli waris.87 

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Eka selaku ahli waris 2, ia 

mendapatkan harta dengan bentuk yang sama dengan ahli waris lainnya yaitu 

berupa lahan tanah. Pembagian harta waris tersebut dilakukan pada tahun 

2011 lalu, pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia atas 

kesepakatan antara pewaris dengan ahli waris. Di dalam hal ini ahli waris 

tidak mengetahui ketentuan hukum kewarisan dalam Islam, yang Ibu Eka 

ketahui hanya pembagiannya dianggap adil karena harta yang dibagikan sama 

besar dan ratanya. Tatacara pembagian harta yang dilakukan Bapak Solihin 

dirasa adil karena tidak ada perbedaan perolehan warisan antara ahli waris 

laki-laki dengan ahli waris perempuan. Pewaris masih mempunyai toko 

sehingga biaya penghidupan dan perawatan dari toko itu dan dari ahli waris.88 

Wawancara dilanjutkan dengan Bapak Nur Rohman selaku pewaris, ia 

memaparkan bahwa telah melakukan pembagian harta warisan sebelum 

meninggal dunia dengan dasar menghidari terjadinya perselisihan antar ahli 

waris. Ia juga memaparkan bahwa pembagian harta tersebut atas kesepakatan 

bersama antara pewaris dengan ahli waris. Selanjutnya tatacara yang 

dilakukan dengan membagi harta yang dipunya sesuai dengan kebutuhan ahli 

waris. Bapak Nur Rohman memaparkan dalam hal ini tidak mengetahui 

ketentuan hukum kewarisan dalam Islam. Ia juga menjelaskan bahwa ketika 

                                                             
87 Hasil Wawancara dengan Bapak Untung selaku Ahli Waris 1, pada tanggal 11 

Desember 2017. 
88 Hasil Wawancara dengan Ibu Eka selaku Ahli Waris 2, pada tanggal 12 Desember 

2017. 



membagikan harta warisannya ahli waris yang menerima bagiannya masing-

masing tidak merasa keberatan. Bapak Nur Rohman sendiri mempunyai 

pabrik pembuatan tahu sumedang sehingga biaya penghidupan dan perawatan 

bersama  dari hasil pabrik tersebut.89 

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Rita selaku ahli waris 1 dari Bapak 

Nur Rohman, Ibu Rita merupakan isteri dari pewaris. Ia memaparkan bahwa 

dalam pembagian harta warisan tersebut ia mendapatkan harta dalam bentuk 

pabrik tahu yang diolah bersama pewaris. Ia juga memaparkan pembagian 

harta tersebut dilakukan pada tahun 2012 lalu. Pembagian harta tersebut 

dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Ibu Rita menjelaskan bahwa ia tidak 

mengetahui ketentuan pembagian harta dalam Islam. Selanjutnya tatacara 

yang dilakukan dengan membagi harta yang dipunya sesuai dengan kebutuhan 

ahli waris. Di dalam pembagian harta tersebut ia juga menjelaskan bahwa ahli 

waris menerima bagian masing-masing dan tidak merasa keberatan. 

Selanjutnya biaya penghidupan pewaris dari hasil pabrik tahu yang dikelola 

bersama ahli waris yang dalam hal ini adalah istri dari pewaris.90 

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Riski selaku ahli waris 2, ia 

memaparkan bahwa mendapatkan harta warisan dalam bentuk tanah lahan. Ia 

juga memaparkan pembagian harta tersebut dilakukan pada tahun 2012 lalu. 

Pembagian harta tersebut dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Bapak Riski 

mengatakan bahwa ia tidak mengetahui ketentuan pembagian harta warisan 
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dalam Islam sehingga tidak mempermasalahkan pembagian harta tersebut. 

Selanjutnya tatacara pembagian harta oleh pewaris tersebut dengan melihat 

yang dibutuhkan ahli waris. Ia juga memaparkan dalam pembagian harta 

tersebut di terima oleh semua ahli waris dan tidak ada yang merasa keberatan. 

Selanjutnya biaya penghidupan dan perawatan pewaris ditanggung oleh ahli 

waris dan dari hasil pabrik tahu yang berjalan hingga saat ini.91 

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Nuri selaku ahli waris 3, ia 

memaparkan bahwa dalam pembagian harta tersebut mendapatkan harta 

berupa ladang karet seluas 50m2. Ia juga memaparkan pembagian harta 

tersebut dilakukan pada tahun 2012 lalu. Pembagian harta tersebut dilakukan 

sesuai kesepakatan bersama. Ibu Nuri mengatakan bahwa ia tidak mengetahui 

ketentuan pembagian harta warisan dalam Islam sehingga tidak 

mempermasalahkan pembagian harta tersebut. Selanjutnya tatacara pembagian 

harta oleh pewaris tersebut dengan melihat yang dibutuhkan ahli waris. Di 

dalam pembagian harta tersebut ia juga memaparkan bahwa tidak ada ahli 

waris yang merasa keberatan. Selanjutnya seluruh harta pewaris telah 

dibagikan. Ia juga memaparkan bahwa biaya penghidupan dan perawatan 

pewaris ditanggung ahli waris dan dari hasil pabrik tahu yang dikelola 

pewaris.92 

Berdasarkan penelitian tentang dampak pembagian harta yang 

dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan para ahli 
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waris di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung 

Timur, menjelaskan bahwa perawis Bapak Yusa membagikan harta tersebut 

dengan dasar karena khawatir meninggal dunia dan belum membagikan harta 

warisannya kepada ahli warisnya, selanjutnya Bapak Muhammad Amin 

dengan dasar kesepakatan,  Bapak Sahma memaparkan dasar membagikan 

harta tersebut adalah khawatir jika meninggal sebelum membagikan harta 

warisannya, Bapak Solihin dengan dasar anak-anaknya yang telah menikah 

sehingga melakukan pembagian harta warisan sebelum ia meninggal dunia, 

Bapak Nur Rohman memaparkan bahwa membagikan harta tersebut dengan 

dasar menghidari terjadinya perselisihan antar ahli waris. Di dalam hal ini 

sistem pembagian harta yang mereka terapkan belum sesuai dengan apa yang 

disyariatkan dalam hukum waris Islam, sistem musyawarah masih terus 

berkembang di masyarakat. Pewaris menjelaskan bahwa hal yang paling 

dominan mendasari pembagian harta tersebut adalah bahwa hal tersebut sudah 

dilakukan secara turun temurun dalam keluarga, dan khawatir pewaris 

meninggal dan belum membagikan harta warisannya kepada para ahli waris. 

Hal lain yang peniliti temui adalah dasar terjadinya pembagian harta yang 

dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, disebabkan anak-anaknya telah 

menikah hingga mereka memberikan harta tersebut. Adapun dasar lainnya 

adalah agar adil, sistem pembagian harta sama rata antara ahli waris laki-laki 

dengan perempuan. Dalam hal ini alasan pewaris agar tidak ada perbedaan 

harta yang diperoleh masing-masing ahli waris. Di dalam pembagian harta 

tersebut diperoleh dampak yang berbeda beda karena ada pihak yang 



menerima dan ada pihak lain yang menolak, sehingga terjadinya perselisihan 

antara para penerimaan ahli waris. Di dalam hal ini ahli waris yang merasa 

keberatan adalah Ibu Tuti karena pembagiannya dirasa tidak sah dan tidak 

memenuhi rukun kewarisan Islam, Bapak Ujang merasa keberatan karena ia 

merasa bahwa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan haknya karena ia 

merupakan ahli waris laki-laki yang seharusnya dapat bagian lebih besar dari 

ahli waris lainnya. Selanjutnya Ibu Dewi merasa keberatan karena ia merasa 

yang didapatkan tidak sama rata dengan ahli waris lainnya, Bapak Untung 

sendiri merasa keberatan karena ia merasa haknya tidak sesuai dengan apa 

yang diberikan pewaris. Selanjutnya Bapak Endin termasuk ke dalam ahli 

waris yang merasa keberatan dengan pembagian harta tersebut, karena ia 

merasa hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan kedudukan ia sebagai ahli 

waris laki-laki. Ia juga mengatakan jika hartanya di rupiahkan maka harta 

yang diperoleh Bapak Endin dirasa lebih sedikit dari ahli waris perempuan, 

sedang ia juga memaparkan bahwa seharusnya ahli waris laki-laki itu 

mendapatkan warisan yang lebih besar. Karena sudah banyak terjadi sebuah 

keluarga terpecah belah akibat perebutan harta waris dan tidak adanya rasa 

keadilan dalam pembagian harta, sehingga pihak yang merasa tidak adil akan 

tumbuh rasa iri dan dengki pada saudaranya yang mendapat bagian yang tidak 

sepadan dengannya. 

Asumsi yang terbentuk pada masyarakat desa Rajabasa Lama bahwa 

ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan adalah sama. Sama-sama berhak 

menerima harta waris, sama-sama  mempunyai tanggung jawab dan kewajiban 



terhadap keluarga. Hal ini selaras dengan asas hukum kewarisan Islam yaitu 

asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, 

secara sadar dapat dikatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama 

berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan. Ditinjau 

dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat 

ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena 

keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang 

didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan 

kebutuhan.93  Praktik pembagian secara turun temurun ini dirasa cara yang 

tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris di 

kemudian hari karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang 

didasari rasa saling rela dan dibagikan dengan cara musyawarah. Tetapi ada 

juga pihak yang merasa hal tersebut tidak adil karena tidak memenuhi rukun 

kewarisan Islam. Adapun dampak lainnya adalah, ketika orang yang masih 

hidup membagikan hartanya sebelum dia meninggal dunia akan menimbulkan 

kecemburuan, iri hati, bahkan sampai menjadikan perpecahan di keluarga 

tersebut seperti memutuskan tali persaudaraan antara ahli waris. Hal tersebut 

dialami oleh pewaris Bapak Yusa yang ahli warisnya memutuskan tali 

persaudaraan namun seiringnya waktu hal tersebut mulai membaik hingga saat 

ini. 

Di dalam persoalan ini, sebagian besar pewaris sudah mengetahui 

ketentuan hukum kewarisan dalam Islam tetapi dalam pelaksanaannya pewaris 
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tidak memperhatikan rukun dan syarat kewarisan karena dianggap rumit dan 

memelurkan waktu lama untuk pembagiannya. Hal ini menyebabkan 

terjadinya dampak akibat dari ahli waris yang merasa keberatan dengan 

adanya pembagian tersebut, sebagian besar ahli waris menilai bahwa 

pembagian harta tersebut dirasa tidak adil dan tidak sah.  

Begitu urgennya kewarisan, maka hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa 

kewarisan merupakan masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan 

manusia dan sering kali dapat menimbulkan sengketa diantara ahli waris. 

Dalam hal ini, terdapat dampak yang berbeda-beda dari masing-masing pihak 

yang mendapatkan harta tersebut. Hal ini telah dirasa adil bagi pihak-pihak 

yang mendapatkannya yakni dengan sistem bagi sama rata. 

Hukum waris dapat diartikan sebagai ilmu yang membicarakan hal 

ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia 

kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan maupun 

orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Bagian 

masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta 

peninggalan itu sendiri. Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara 

rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggalan 

orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan 

keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan.94 

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan ketika 

pewaris sudah meninggal dunia, apakah mati haqiqy, hukmy atau taqdiry. 
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Kematian pewaris merupakan salah satu persyaratan yang disepakati oleh para 

Ulama, agar harta warisan dapat dibagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang 

berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua (calon pewaris) menginginkan 

agar sepeninggalnya anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam 

persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah 

cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup. 

Sedangkan menurut hukum kewarisan Islam kadar bagiannya telah 

ditentukan besarnya seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan bagian laki-laki dan 

perempuan tidak sama. Walaupun demikian, Islam tidak melarang segala 

bentuk pemberian yang mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan 

maksiat.95 

Pembagian harta atas dasar musyawarah dibolehkan, tetapi harus 

dengan dasar yang baik dan mendatangkan maslahat, serta tidak merugikan 

oranglain. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembagian harta 

tersebut tidak bisa dikatakan sebagai harta warisan karena tidak sesuai dengan 

hukum kewarisan Islam, karena rukun dan syarat kewarisan adalah 

meninggalnya seorang pewaris. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai Dampak 

Pembagian Harta yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia 

Terhadap Penerimaan Para Ahli Waris di Desa Rajabasa Lama Kecamatan 

Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dampak yang terjadi  bagi 

sebagian ahli waris menimbulkan kecemburuan, iri hati, bahkan sampai 

menjadikan putusnya tali persaudaraan di keluarga tersebut. Hal tersebut 

dikarenakan ahli waris merasa hak yang didapat tidak terpenuhi oleh pewaris 

sehingga terjadi perselisihan antara ahli waris satu dengan ahli waris lain dan 

dengan pewaris. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam hal ini adalah: 

Bagi masyarakat khususnya desa Rajabasa Lama yang akan melakukan 

pembagian harta warisan untuk lebih memperhatikan rukun dan syarat 

kewarisan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan dalam Islam agar tidak 

terjadi perselisihan antara ahli waris. 
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